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PELAKSANAAN HUKUMAN MATI TERPIDANA NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG

NARKOTIKA

A. Latar Belakang Pembentukan UU No. 35 Tahun 2009

Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana
yang disepakati (concensual crimes). Semua pihak terlibat dalam tindak
pidana narkotika dan psikotropika. Indonesia sebagai salah satu negara di
Asia yang semula dijadikan tempat transit narkotika dan psikotropika telah
berkembang menjadi tempat untuk memproduksi narkotika. Jumlah penduduk
yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadikan Indonesia sebagai pasar
potensial narkotika. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan
sasaran potensial generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah
dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada
dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang
kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi
berbahaya jika terjadi penyalahgunaan.*

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan

! Eko Suparto, “Sejarah Hukum Undang-Undang Narkotika di Indonesia yang Dimulai dari
Tahun 1976 Sampai dengan Tahun 20117, dalam
http://ilmuhukumbisnis.blogspot.co.id/2012/01/sejarah-hukum-undang-undang-narkotika.html.
diakses 13 Maret 2018
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masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002
telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.?

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur
upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman
pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di
samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur
mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan
kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Namun, dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam
masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik
secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di
kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak
pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan
melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu
sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara

rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

2 Reno Rasiwara, “Tindak Pidana Narkotika”, dalam

http://amiee43.blogspot.co.id/2013/05/tindak-pidana-narkotika.html diakses 13 Maret 2018
8 Agustine Sonya Maria, “Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana”,
Penulisan Hukum, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2010), HAL. 31
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Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana narkotika perlu dilakukan pembaharuan
terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini
juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik
secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di
kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Selain itu,
untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan
mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, dalam Undang-
Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor
Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat
digunakan dalam pembuatan narkotika.

Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor
Narkotika dengan melakukan pengolongan terhadap jenis-jenis Prekursor
Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi
penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika. Untuk
menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan Perkursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi
pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20
(duapuluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.
Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan,
jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Perkursor Narkotika,
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diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan
Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan
Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan
Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut
merupakan lembaga non structural yang kedudukannya di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas
dan fungsi melakukan koordinasi.”

Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi
lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya
untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah
Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga
mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai
instansi vertical, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.”

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh
harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk
negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika dan upaya rehabilitasi media dan sosial.

* Penjelasan di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

® Zanur Eko Nugroho, Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang
Tindak Pidana Narkotika, Skripsi, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah,
2017), hal. 13
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Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin
canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik
penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under
cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta
teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara
teorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam
Undang-Undang ini diatur menganai kerja sama, baik bilateral, regional,
maupun internasional. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta
masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan
Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi
anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang
telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
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B. Analisis Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkotika Dalam
Pandangan UU No. 35 Tahun 2009

Tindak pidana narkotika tergolong sebagai tindak pidana luar biasa
(extraordinary crime), sehingga penanganannya juga luar biasa. Dalam
menetapkan hukuman bagi terpidana narkotika digunakan peraturan khusus
yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika
(selanjutnya disebut UU Narkotika 2009), pada dasarnya mengklasifikasi
pelaku tindak pidana (delict) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua),
yaitu: pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, 121
dan 127) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 112, 113, 114, 119 dan 129),
untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu
pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 116 dan 121) dan
pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 127).

Yang dimaksud dengan penggunaan narkotika untuk dirinya sendiri
adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui
pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita kemudian
menderita ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara
medis maupun secara sosial, dan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan
diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana, sedangkan, pelaku tindak

pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasi lagi
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menjadi 4 (empat), yaitu: pemilik (Pasal 111 dan 112), pengolah (Pasal 113),
pembawa dan pengantar (Pasal 114 dan 119), dan pengedar (Pasal 129).

Yang dimaksud sebagai pemilik adalah orang yang menanam,
memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau
menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud sebagai
pengolah  adalah orang  memproduksi, mengolah  mengekstrasi,
mengkonvensi, merakit, atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan
melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Yang
dikualifikasi sebagai pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang
membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa
hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi.
Sedangkan, yang dimaksud pengedar adalah orang mengimpor, pengekspor,
menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli. Atau menukar narkotika dengan
tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara
terorganisasi.’

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
telah memuat pidana mati. Bahwa ancaman mati bagi pengedar diatur dalam
pasal-pasal berikut:

Pasal 113 ayat 2: Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor,

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan | sebagaimana dimaksud

® J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana | (Hukum Pidana Material Bagian Umum),
Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung 1987), h. 128, dalam Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi
Kajian Relevansi Sanksi Tindakan bagi Penangulangan Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran
Yogyakarta, 2008, h. 137



54

pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau
melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya
melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara
seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 ayat (2): dijelaskan bahwa dalam hal perbuatan
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual
beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan |
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya
melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam
bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan
pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat
6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 ayat (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor,
mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan |l sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 ayat (2): dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual,

menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
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atau menyerahkan Narkotika Golongan Il sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati,
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121 ayat (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang
lain atau pemberian Narkotika Golongan Il untuk digunakan orang lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau
cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur
hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sanksi pidana tersebut sangat dinamis yaitu adanya sanksi minimum
khusus (paling singkat 6 (enam) tahun pada pasal 114 ayat 2 dan paling
singkat 5 (lima) tahun pada pasal 119 ayat (2) dan juga maksimum khusus
(pidana mati). Dalam pasal tersebut juga terdapat kata “atau” dan kata “dan”
yakni bahwa pasal tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif atau alternative
yang diimplikasikan dengan kata “dan” maupun kata “atau”.

Menurut teori teleologis (tujuan) bahwa pemidanaan bukan sebagai
pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang
bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak
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melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolute atas
keadilan.

Dengan teori teleologis ini maka tujuan dijatuhkannya pidana mati
bagi terpidana narkotika adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan
atas kesalahan pelaku tetapi juga untuk melindungi masyarakat menuju
kesejahteraan. Hal ini dilakukan agar masyarakat terhindar dari bahaya
penyalahgunaan narkotika. Ini merupakan tujuan preventif, yaitu melindungi
masyarakat dari penyalahgunaan narkotika.

Selain tujuan preventif, penjatuhan hukuman mati bagi terpidana
narkotika juga mempunyai tujuan deterrence (menakuti), yaitu menakuti
masyarakat agar tidak menyalahgunakan narkotika. Jika terpidana narkotika
tidak mendapat hukuman yang berat, maka masyarakat tidak takut untuk
melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika. Sehingga dengan penjatuhan
hukuman mati bagi terpidana narkotika diharapkan masyarakat akan menjadi
takut untuk melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika di masa yang
akan datang.

Dipilihnya atau diterapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana
untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan
kebijakan. Dalam menetapkan suatu kebijakan, bisa saja orang berpendapat
pro atau kontra terhadap pidana mati. Namun, setelah kebijakan diambil atau
diputuskan dan kemudian dirumuskan (diformulasikan) dalam suatu Undang-
Undang, maka dilihat dari sudut kebijakan/politik hukum pidana (penal

policy) dan kebijakan criminal (criminal policy), kebijakan formulasi pidana
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mati itu tentunya diharapkan dapat diterapkan pada tahap aplikasi. Ini putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUUV/2007 menyatakan bahwa hukuman
mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena hak untuk hidup dalam
semangat UUD 1945 dan sejarah konstitusi Indonesia tidak dimaksudkan
sebagai hak yang mutlak dan underogable atau hak yang bisa dibatasi. Meski
demikian, MK kemudian dalam putusan tersebut memberikan arahan agar
kontruksi pidana mati.”

Dalam hal ini pemberian sanksi pidana mati dalam UU Nomor 35
Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika, sudah cukup jelas bahwa pidana
mati adalah jalan akhir karena dalam penerapannya sanksi pidana mati sangat
mnakutkan bagi siapapun, dengan tujuan member efek jera pada si calon
pelaku agar memperbaiki diri bila tidak ingin sama seperti terpidana mati

lainnya.

’ Atet Sumanto, Efektifitas Pidana Mati dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana
Narkotika, Perspektif, Volume 22 No. 1, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma,
2017), hal. 22



